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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat 

membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi 

keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan 

yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. 

Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju 

dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan 

penyaluran dana.
1
 Kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya 

terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi 

juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. 

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari 

nasabah, bank merupakan lembaga yang dipercayai oleh masyarakat 

dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara 

aman, di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat, 

bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat 

pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan 

yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam 

dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari 

masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara 
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langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan 

bank konvesional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga 

kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, 

pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk 

transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang 

diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar 

kepada penyimpan dana di bank syariah. Segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi 

dari pihak pemilik dana. Bank syariah dalam kegiatannya tidak 

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. 

Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan 

kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan 

bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk 

pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. 

Sebagai upaya untuk mengenal dan mendalami lebih lanjut 

tentang hukum ekonomi Islam, adalah hal yang menarik untuk dibahas 

satu bagian dari ekonomi Islam, yakni perbankan syariah. Berdasarkan 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni simpanan 

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
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dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. 

Prinsip syariah juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal dimaksud menyebutkan 

bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikelurkan oleh lembaga yang 

memilki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Lembaga dimaksud, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI).
2
  Anggota dewan syariah terdiri dari para ulama 

dan ahli dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.  (DSN-

MUI) yang mengelurkan fatwa atas produk dan jasa keungan syariah. 

Badan pelaksanaan harian DSN adalah badan yang sehari-hari 

melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.
3
  

Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak 

hanya memiliki peluang melainkan juga berbagai permasalahan. 

Berbicara problematika perbankan syariah dilihat dari sisi promosi 

(Pemberian Bonus atau pemberian Hadiah), yang termasuk strategi 

pemasaran seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip 

syariah, namun demikian skema terlihat pengaplikasiannya di bank 

syariah seperti promosi ala perbankan konvesional. Sehingga timbul 

perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi 

pemeberian hadiah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan 
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dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII / 2012 Tentang Hadiah 

Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yang 

kemudian setelah diteliti fatwa ini membuka pintu gebrakan baru bagi 

problem strategi pemberian hadiah, namum demikian, meski dengan 

adanya fatwa ini justru membuka celah bagi pihak bank syariah untuk 

mencari cara bagaimana bisa menandingi strategi bank konvesioanal 

dalam pemberian hadiah pada akad penghimpunan dana. 

Dalam aplikasi ada giro wadi‟ah ada yang memberikan bonus 

dan ada giro wadi‟ah yang tidak memberikan bonus. Giro wadi‟ah yang 

memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini 

untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungaan, sehingga bank 

dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan.
4
 

Bank konvesiaonal akad yang digunakan dalam giro yaitu 

simpanan dengan bunga, sedangkan bank syariah akad yang digunakan 

yaitu wadiah dengan akad mudharabah karena itu, konstruksi bunga 

dan hadiah terlihat sama sekalipun dengan perbedaan istilah, sehingga 

peneliti melihat bahwa perlu pendeskripsian yang mendalam terhadap 

pemberian hadiah. Agar masyarakat lebih jelas dan benar-benar 

mengetahui bagaimana tentang pemberian hadiah dalam akad wadi‟ah 

sehingga, demikian Peneliti akan mengkaji masalah diatas dalam 

skripsi dengan judul. “Hadiah dalam Akad Wadi’ah di Bank 

Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012).” 

 

 

                                                             
4
 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
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B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini mengenai “Hadiah dalam Akad Wadi‟ah di Bank 

Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012).” 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Latar Belakang Fatwa Hadiah dalam Akad Wadi‟ah 

di Bank Syariah ? 

2. Bagaimana Dasar Hukum dari Fatwa tentang Hadiah dalam 

Akad Wadi‟ah di Bank Syariah Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-

MUI/XII/2012 ? 

3. Bagaimana Metode istinbath DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa 

Tentang Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi‟ah ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Fatwa Hadiah dalam Akad 

Wadi‟ah di Bank Syariah  

2. Untuk Mengetahui dasar hukum dari fatwa tentang Hadiah 

dalam Akad Wadi‟ah di Bank Syariah Fatwa DSN-MUI No. 

86/DSN-MUI/XII/2012. 

3. Untuk Mengetahui Metode Istinbath DSN-MUI Mengeluarkan 

Fatwa Tentang Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi‟ah. 

 

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Nama  : Rizky Purnomo 

Nim  : 11380036 

Jurusan  : Muamalah 
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Fakultas  : syariah dan hukum 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Hadiah dalam 

Akad Wadi’ah di Bank Syariah (Persfektif Fatwa DSN-MUI 

No. 86/DSN-MUI/XII/2012). 

Konsep pemberian hadiah dalam akad wadiah di bank syariah 

jika diteliti menurut ketentuan fatwa SDN-MUI No. 86/DSN-

MUI/XII/2012, menjadi penting sebagai alat analisis dalam hal LKS 

boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat: tidak 

diperjanjikan, tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. namun 

demikian, dalam implementasinya pada praktik memberian hadiah 

perbankan syariah, dalam pemberian syarat pemberian hadiah, praktik 

bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya 

mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah 

pada produk menghimpunan dana oleh bank syariah. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Dewan Syariah Nasional adalah Dewan Syariah Nasional di 

bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan syariah nasional 

mengeluarkan berbagai fatwa mengenai ketentuan-ketentuan syariah 

yang harus dipatuhi oleh semua bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah di negara tersebut. Dewan syariah 

nasional terdiri atas para cendikiawan atau ilmuwan atau ahli mengenai 

hukum Islam. Anggotanya biasanya paling sedikit atas tiga orang.    

Dewan syariah nasional menerbitkan berbagai fatwa mengenai 

ketentuan syariah yang harus dipedomani dan dilaksankan oleh bank 

umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. 
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Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing-masing 

bank bertugas memastikan bahwa setiap akad muamalah antara bank 

tersebut dan nasabahnya tidak boleh memuat syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah 

sebagaimana ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
5
  

Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki 

kewenangan untuk menetapkan fatwa tentangan produk, jasa, dan 

kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarakan prinsip 

syariah.
6
 Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunah Rasul 

sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat I, keputusan Fatwa 

hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma, Qiyas yang mutabar, dan 

dalil- dalil hukum yang lain, seperti istisna, mashlahah mursalah, dan 

sadd adz-dzari’ah. Sebelum  pengambilan keputusan hendaklah 

ditinjau pendapat-pendapat para Imam madzhab terdahulu, baik yang 

berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan 

dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda Pendapat. 

Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil 

keputusan Fatwanya dipertimbangkan. 

Merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah 

untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga adalah Al-Wadiah. 

Dalam akad wadiah bank syariah dapat menawarkan dua produk 

perbankan yang lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan 

                                                             
5
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan  Syariah, Produk-Produk dan Aspek-
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6
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tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan 

akad wadiah, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Al-Wadiah 

merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau 

menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan 

atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. titipan dana nasabah 

pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah 

dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara 

utuh.
7
 

Karena wadia‟ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan 

ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka impilkasi hukumnya sama 

dengan qardh, di mana nasabah bertindak sebagai meminjamkan uang, 

dan bank bertindak sebagai yang dipinja. Jadi mirip seperti yang 

dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman 

Rasulullah Saw.
8
 

 Firman Allah QS. An-Nisa ayat 58 

                

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan 

amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya ...”
9
 

 

Ketentuan hadist mengenai prinsip wadiah ini dapat Kita baca 

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang Artinya: 

                                                             
7
 Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah, Analisis Fiqh & Keuangan, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, thn 2014) hal 327. 
8
 Adiwarman Karim, Bank  Islam Analisis Fiqih  dan Keuangan, (Jakarta: 

IIIT Indonesia, Thn 2003) hal 96  
9
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“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. 

Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada 

orang yang telah mnegkhianatimu.”
10

 

 

Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad 

wadi‟ah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No 01/DSN-

MUI/IV/2000 tentang giro dan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang 

disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian („athaya) yang bersifat 

sukarela dari pihak Bank Indonesia. Argumen yang digunakan oleh 

DSN-MUI dalam fatwanya, baik tentang kebolehan produk Giro 

wadi‟ah maupun Tabungan Wadi‟ah. Adalah sama begitu juga dengan 

konsep hadiahnya, bahwa bank tidak melarang untuk memberikan 

semacam hadiah dan bounus dengan catatan tidak keluar dari ketentuan 

yang diterapkan hukum positif dan hukum Islam. Atas kehendak bank 

syariah itu sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik 

uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah 

wadi‟ah. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah „athaya, atau 

hibah, atau premium. Dalam hal ini, praktik wadi‟ah di bank syariah 

sejalan dengan pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.
11
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 Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),Jilid 3, hal 97. 
11
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Meberikan hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, dalam 

surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman: 

                

     

“Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu.”
12

 

 

Setelah uraian tentang hadiah dijelaskan maka batasan yang 

kemudian penting untuk menjadi indikator dalam praktik pemberian 

hadiah adalah ketentuan fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012. 

Menjadi penting untuk diterapkan dalam hal LKS boleh memberikan 

hadiah atau athaya atas simpanan nasabah. 

 

G. Metode Penelitian    

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendapat conten analisis kemudian penulis juga menggunakan metode 

penelitian di antaranya sebagai berikut: 

1. Metode Library Research 

Dalam library research penulis meneliti bahan-bahan 

kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti 

buku-buku atau sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan 

Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah 
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Dalam Akad Wadi‟ah di Bank Syariah untuk dikaji secara 

mendalam. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menghimpun data yang berasal dari sumber-

sumber tertulis seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya 

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber yang 

berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan 

dengan akad wadiah untuk selanjutnya dikaji secara mendalam. 

3. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah 

kembali melalui pendekatan Deduktif. Dengan metode Deduktif 

penulis mengemukakan beberapa data yang bersifat umum 

untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus 

4. Teknik Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada : 

a. pedoman penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 

Tahun 2016. 

b. Dalam penulisan ayat-ayat al-Qur‟an penulis berpedoman 

kepada al-Qur‟an dan terjemahannya yang disusun oleh 

proyek pengadaan kitab suci al-Qur‟an Departemen Agama 

Republik Indonesia Tahun 2005. 

c. Dalam penulisan hadis, penulis berpedoman pada kitab asli, 

tetapi apabila tidak ditemukan penulis mengambil dari buku 

yang dijadikan referensi. 
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H. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, fokus penelitian , rumusan masalah , tujuan penelitian, 

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode 

penelitian , dan sistematika pembahasan 

BAB II  : Teori Umum Tentang Fatwa DSN MUI, meliputi: 

Pengertian Fatwa, Sejarah lahirnya Fatwa, Sejarah lahirnya DSN MUI, 

dan Metode Istinbat Hukum DSN-MUI  

BAB III : Wadiah dalam Perspektif Fiqh, yang Meliputi: 

Pengertian Al-Wadi‟ah, Macam-Macam Al-Wadi‟ah, Ketentuan dan 

Persyaratan Tabungan Wadi‟ah, dan Dasar Hukum Tabungan Wadiah 

BAB IV : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86 tentang Hadiah 

dalam Akad Wadiah di Bank Syariah meliputi: Latar Belakang fatwa 

tentang Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah: Analis Terhadap 

Dasar Hukum Fatwa MUI NO : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang 

Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah, dan Metode Istinbat 

dalam Pengambilan Fatwa DSN-MUI NO : 86/DSN-MUI/XII/2012 

Tentang Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah 

BAB V : Penutup, Berisi Kesimpulan dan Saran. 


